PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN MERANGIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor

Mengingat :

1.

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Merangin Nomor
35 Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin
Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Merangin Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

10.

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049j};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);



Menetapkan :

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG
PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 35), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4,5, dan 7 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
Bupati adalah Bupati Merangin.
Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan  Retribusi
Daerah Kabupaten Merangin.
Kepala Badan adalah Kepala adalah Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
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10.

11.

12.

Bendahara Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada
Badan Pengelola Pajak dan  Retribusi Daerah Kabupaten
Merangin.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), diubah sechingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

(1) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui:

a. Pencetakan masal; atau
b. Pencetakan dalam rangka:
1) Pembuatan salinan;
2) Tindak lanjut suatu Keputusan Keberatan atau
Pembatalan; dan
3) Tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru atau mutasi
Objek dan Subjek Pajak.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

formulasi kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi

informasi sebagai berikut :
a. Halaman Depan:
1) Nomor Seri Formulir;
2) Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
3) Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan bukti
kepemilikan hak”;
4) Kode Akun;
5) Tahun Pajak;
6) Nomor Objek Pajak (NOPJ;
7) Letak Objek Pajak;
8) Nama dan alamat wajib pajak;
9) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
10) Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11) Kelas Bumi dan/atau Bangunan;



12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau
Bangunan;
13) Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP};
16) NJOP untuk penghitungan PBB,;
17) PBB yang terhutang;
18) PBB yang harus dibayar;
19) Tanggal jatuh tempo;
20) Tempat pembayaran; dan
21) Pejabat yang menandatangani.
b. Halaman belakang :
1) Nama petugas penyampai SPPT;
2) Tanggal Penyampaian;
3) Tanda tangan petugas; dan
4) Informasi lainnya.

(4} Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3} adalah

3.

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 huruf ¢, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

Spesifikasi teknis untuk formulir SPPT adalah sebagai berikut:

a.

b.

SPPT PBB P2 diterbitkan, ditetapkan dan ditandatangani oleh

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Penandatanganan SPPT hasil cetak masal sebagaimana

dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:

1. Tanda tangan basah untuk Objek Pajak PBB P2 dengan
ketetapan mulai dari Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan

2. Cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk Objek
Pajak PBB P2 dengan ketetapan kurang dari Rp.2.000.000,-
(Dua Juta Rupiah).

Penandatanganan SPPT yang dilakukan dengan tanda tangan

basah harus dibubuhi paraf basah Kepala Bidang Pendaftaran,

Pendataan dan Penetapan atau Kepala Sub Bidang Pengolahan

Data.



Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI MERANGIN,

ttd
AL HARIS
Diundangkan di Bangko
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

1

H. FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19671219 199203 1 007




